BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh beberapa
kesimpulan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis dirasa sudah lebih baik dari peraturan sebelumnya yaitu
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam peraturan
tersebut masih dirasa kurang komprehensif memberikan perlindungan
yang terjadi dalam pengaturan Indikasi Geografis. Permasalahan tersebut
tidak terjadi pada tataran bentuk hukum yang digunakan saja tetapi juga
meliputi pada substansi aturannya. Maka dari itu Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek diganti dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi yang sudah lebih baik dan lebih
lengkap mengatur Indikasi Geografis.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peraturan mengenai
Indikasi Geografis sudah optimal dari sebelumnya. Secara normatif
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis sudah baik namun Pemerintah Kota Semarang belum
melakukan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap batik
Semarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis. Untuk mendapatkan perlindungan

Indikasi Geografis Pemerintah Kota Semarang harus mengajukan
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permohonan  pendafataran Indikasi  Geografis terlebih  dahulu
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan melakukan
pembinaan Indikasi Geografis sebagaimana di atur dalam Pasal 70
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

Pemerintah Kota Semarang saat ini belum membentuk suatu
peraturan perundang-undangan tentang Indikasi Geografis. Pemerintah
Kota Semarang belum melakukan upaya perlindungan hukum Indikasi
Geografis di Kota Semarang. Hal ini terjadi karena kesadaran hukum
Pemerintah Kota Semarang mengenai indikasi geografis masih kurang.

. Perlindunguan Indikasi Geografis didapatkan setelah memenuhi
persayaratan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang di atur
dalam Pasal 3 Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi
Geografis. Menteri akan menetapkan Indikasi Geografis setelah
Dokumen Deskripsi yang sudah diajukan oleh pemohon telah dilakukan
pemeriksaan subsntantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis dan dapat
dibuktikan kebenarannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Indikasi Geografis.

Batik Semarang saat ini belum memenuhi unsur-unsur persyaratan
permohonan pendaftaran Indikasi Geografis karena ciri khas batik

Semarang belum di akui dan ditetapkan secara hukum oleh Pemerintah
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Kota Semarang. Kedepannya Pemerintah Kota Semarang berencana
manjadikan Warak Ngendhog sebagai ciri khas batik Semarang.
Pemerintah Kota Semarang akan mematenkan Warak Ngendhog terlebih
dahulu sebelum menetapkan sebagai ciri khas batik Semarang. Upaya
tersebut di dukung oleh Klaster Batik Semarang, menurut Klaster Batik
Semarang Warak Ngendhog pilihan yang tepat dijadikan ciri khas batik
Semarang karena motif Warak Ngendog menggambarkan budaya asli
Kota Semarang dan Warak Ngendhog memiliki daya tarik ekonomi dan
wisata di Kota Semarang namun upaya tersebut masih sebuah wacana
oleh Pemerintah Kota Semarang.
B. Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang sampaikan untuk
Kanwil Kemenkumham Jateng, Pemerintah Kota Semarang dan Klaster Batik
Semarang antara lain:
1. Kanwil Kemenkumham Jateng
a) Melakukan sosialisasi dan diseminasi Indikasi Geografis terhadap
Aparutur Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat Kota
Semarang.
b) Memberikan layanan permohonan dan Kkonsultasi kekayaan
intelektual khususnya Indikasi Geografis secara massif.
2. Pemerintah Kota Semarang
a) Melakuan perlindungan Indikasi Geografis terhadap obyek yang

berpotensi Indikasi Geografis di Kota Semarang sesuai Undang-
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Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

b) Membentuk peraturan perundang-undangan perlindungan Indikasi
Geografis di Kota Semarang.

c) Segera melakukan Pembinaan Indikasi Geografis dan mendaftarkan
barang/produk yang menjadi obyek perlindungan Indikasi
Geografis di Kota Semarang.

d) Melakukan kerjasama dengan Klaster Batik Semarang untuk
mempermudah melakukan permohonan pendaftaran Indikasi
Geografis terhadap batik Semarang.

3. Klaster Batik Semarang

a) Mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk segera menetapkan

Warak Ngendhog sebagai ciri khas batik Semarang dan membantu

upaya penetepannya supaya cepat terealisasi.
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